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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Rh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK :  7403095106960201, umur 27 tahun, tempat dan

tanggal  lahir  Xxxxxxxxx,  11  Juni  1996,  agama

Islam,  pekerjaan  Tidak  Ada,  pendidikan  SD,

tempat  kediaman  diKabupaten  Muna,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  Labunti,  31  Desember  1992,

agama  Islam,  pekerjaan  Buruh  Bangunan,

pendidikan SLTP, tempat kediaman diKabupaten

Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tanggal  05

Januari  2024  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Raha  pada

tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Rh,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat dan  Tergugat adalah  suami   isteri  yang  telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2014 yang telah dicatat

oleh  pegawai  pencatat  nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Xxxxxxxxx,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Kabupaten Muna sebagaimana bukti  berupa Duplikat  Kutipan Akta  Nikah

Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan di Xxxxxxxxx, 24 Agustus 2023;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai

suami-isteri  tinggal di  kediaman orang tua Penggugat di  Desa Xxxxxxxxx,

Kecamatan Xxxxxxxxx,  Kabupaten Muna sebagai  kediaman bersama dan

terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat  sudah  dikaruniai   1 (satu)

anak yang bernama anakxxxxx, Umur 6 Tahun, Lahir di Muna, 20 Agustus

2017, Pendidikan TK, yang sekarang tinggal bersama Penggugat; 

4. Bahwa pada  mulanya  kehidupan  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun

2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun

yang disebabkan antara lain : 

1. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa akibat dari  kejadian tersebut,  Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat  tinggal  sejak  bulan  November  2017  sampai  sekarang,  dimana

Penggugat  tinggal  di  kediaman orang tua Penggugat  di  Desa Xxxxxxxxx,

Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dan Teguggat

tinggal dikediaman saudara Terggugat atas nama Suhuria di Desa Parida,

Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;

6. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat dan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk  membentuk  rumah tangga yang sakinah,  mawaddah dan warahma

sudah sulit  dipertahankan lagi,  dan karenanya agar  masing-masing pihak

tidak  melanggar  norma  agama  dan  norma  hukum  maka  perceraian

merupakan  jalan  terakhir  bagi  Penggugat untuk  menyelesaikan

permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa sesuai  Penetapan Layanan pembebasan  Biaya Perkara Nomor  :

210/KPA.W21-A4/HK2.6/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024 yang ditetapkan oleh
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Ketua  Pengadilan  Agama  Raha  dengan  ini  Pemohon  dapat  berperkara

secara Cuma-Cuma (Prodeo).

Berdasarkan  segala  uraian  tersebut  diatas,  maka  Penggugat  mohon  kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Raha  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  kiranya  berkenan  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi : 

Primer:

 Mengabulkan gugatan Penggugat;

 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat

PENGGUGAT;

 Menetapkan biaya perkara dibebankan DIPA Pengadilan Agama Raha;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-adilnya (ex

Aquo et bono);

 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap  di  persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak  datang  menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor

:  12/Pdt.G/2024/PA.Rh  tanggal  09  Januari  2024  dan  nomor  :

12/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Bahwa  Penggugat adalah orang tidak  mampu yang telah  melengkapi

kelengkapan administrasi terkait perkara prodeo dan telah mendapat izin untuk

berperkara  secara  prodeo,  berdasarkan  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama

Raha Nomor: 2/0/KPA.W21-A4/HK2.6/I/2024, tanggal 08 Januari 2024, sehingga

pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  serta

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka Jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

 Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Xxxxxxxxx  Kabupaten  Muna

Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxxxxxx Tanggal 28 Agustus 2023.

Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  saksi I,  umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

petani, bertempat tinggal di Jl. Poros Raha-Tampo, Desa xxxxxxx Xxxxxxxxx,

kabupaten  Muna,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

kakek Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

kediaman  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Xxxxxxxxx,  Kecamatan

Xxxxxxxxx, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama dan terakhir; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- Bahwa Penggugat danTergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat

ini tinggal bersama Penggugat; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sejak  tahun  2017  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi  karena  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri; 

- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

memedulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun

tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali  rukun dengan

Tergugat namun tidak berhasil; 

Saksi 2,  saksi II,  umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan poros Raha-Tampo, desa xxxxxxxxx,

Kecamatan  Xxxxxxxxx,  kabupaten  Muna,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

sepupu 1 kali Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

kediaman  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Xxxxxxxxx,  Kecamatan

Xxxxxxxxx, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama dan terakhir; 

- Bahwa Penggugat danTergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat

ini tinggal bersama Penggugat; 

- Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga
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Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi  karena  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri; 

- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

memedulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun

tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali  rukun dengan

Tergugat namun tidak berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  Para  Saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu  apapun  lagi  serta  mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi  tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
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dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149

ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah  karena  pada  bulan  November  2017  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat  tanpa  sepengetahuan  Penggugat  dan  sejak  kepergian  Tergugat,

Tergugat  tidak  pernah  kembali  lagi  dan  tidak  pernah  menafkahi  Penggugat,

akibatnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6

(enam)  tahun sampai  sekarang,  dan  selama  pisah  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

pernah  hadir  di  persidangan,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,

maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  cerai  gugatnya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan

maksud  ketentuan  Pasal  1888  KUHPerdata  dan  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  b

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai,  dan  oleh

karenanya  Majelis  Hakim  menilai  bukti  surat  tersebut  dapat  dipertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

tanggal  14  Agustus  2014,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat,  maka bukti  P telah memenuhi  syarat  materil  sebagai  akta otentik

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  menikah

pada t3a4s4anggal 14 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  pernikahannya  telah  tercatat  pada  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Xxxxxxxxx,  Kabupaten  Muna  oleh  karena  itu

Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

La kande bin La balase dan Sharlianti Arli, S.H. binti La Rumani, keduanya telah

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa kedua Saksi  tersebut  adalah orang dewasa yang

memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah  sumpah  di  muka  sidang,

keterangan kedua Saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada

halangan diterimanya kesaksian Para Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga  keterangan  kedua  Saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  tertulis

dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan

harmonis  lagi  disebabkan  pada  bulan  November  2017  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

 Bahwa akibat  dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  November  2017  sampai

sekarang telah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

 Bahwa selama berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  pernah  lagi

berkomunikasi; 

 Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak  pernah

memberi  nafkah untuk Penggugat,  dan Tergugat  sudah tidak  memedulikan

Penggugat lagi; 
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 Bahwa  Penggugat  pernah  didamaikan  oleh  pihak  keluarga  namun  tidak

berhasil;

 Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,

Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  beberapa  hal  menyangkut  kondisi

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut: 

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga

(  rumah tangga )  yang bahagia dan kekal  sebagaimana maksud Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3

Kompilasi  Hukum Islam,  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan

kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  namun

apabila rumah  tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat

dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak November 2017 Tergugat

pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  alasan  yang  jelas  dan  sampai

sekarang tidak pernah kembali lagi dan selama kepergian Tergugat tersebut

Tergugat  tidak  pernah  mengirim  nafkah  untuk  Penggugat,  maka  tujuan

perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa karena Penggugat  dengan Tergugat  telah  berpisah tempat  tinggal

sejak  November  2017  sampai  sekarang  dan  tidak  saling  menjalankan

kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk

perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa  ternyata  dalam  setiap  persidangan  Penggugat  menyatakan  tetap

pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat  tidak mempunyai

lagi  ikatan  batin  seperti  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  terhadap  Tergugat

bahkan  justru  yang  terjadi  adalah  sifat  benci  dan  marah  yang  dapat

meruntuhkan  sendi-sendi  demi  kokohnya  dan  langgengnya  suatu

perkawinan;

- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal
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serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam

setiap  persidangan  telah  menasihati  Penggugat  secukupnya  untuk

mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang

saksi  Penggugat  menyatakan  bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  telah

berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  sudah  sedemikian  rupa  parahnya  sebagaimana  yang  telah

dipertimbangkan  di  muka,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah

tangga Penggugat  dengan Tergugat  telah pecah (  broken marriage )  dengan

demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian

adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam

ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 )

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  yang  menentukan  bahwa  “untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan,  bahwa  antara suami istri  itu

tidak  akan  dapat   hidup  rukun  sebagai  suami  istri”,  jo.  Pasal  19  huruf   (b)

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hukum  Islam  yang  memuat  kaidah  hukum  bahwa   “Salah  satu  pihak

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, karena

itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang,   bahwa oleh  karena Tergugat  tidak pernah hadir  di  muka

persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata

ketidakhadirannnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut

hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan

hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ), perkara  ini diputus dengan

verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat

selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang
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pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c )

Kompilasi  Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in  shugraa

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada  Penggugat,

namun oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, maka dengan

berdasarkan kepada ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg., dan sesuai dengan

Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Raha  Nomor  :  210/KPA.W21-

A4/HK2.6/I/2024,  tanggal  08  Januari  2024,  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2024;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  DIPA  Pengadilan  Agama  Raha

Tahun 2024.

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Raha  pada  hari  Rabu  tanggal  24  Januari  2024 Masehi  bertepatan

dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Zulfahmi,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua

Majelis,  Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I. dan  Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
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itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Gunawan Bangu, S.HI. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Zulfahmi,S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,

t

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Hakim Anggota,

t

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan Bangu, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 0,-

2. Biaya Proses/ATK : Rp 0,-

3. Biaya Panggilan : Rp 0,-

4. Biaya Redaksi : Rp 0,-

5. Biaya Meterai : Rp 0,-

Jumlah : Rp 0,-
                                    ( nol rupiah ).
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